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PERJANJIAN KERJASAMA LISENSI
                        SMART BROILER MILENIAL
ANTARA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DENGAN

             PT ZARA PROPERTIFARM INDONESIA
	Nomor
	:
	……/IT3.L2/HK.07.00/P/B/2022 (IPB)

	Nomor
	:
	 021/PKL/DES/2022


Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29-12-2022), bertempat di Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini:

	Prof. Dr. Erika Budiarti Laconi, MS
	:
	Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis/Kepala Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor berkedudukan di Science Techno Park Taman Kencana No 3 Bogor, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor No. 01/IT3.MWA/KP/2018 dan keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No 165/IT3/KP/2020 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, selanjutnya  dalam  Perjanjian  Kerjasama   ini  disebut PIHAK  PERTAMA


	Bagus Widiatmoko, S. Pt.

	:
	Direktur Utama PT Zara Propertifarm Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Zara Propertifarm Indonesia yang beralamat  di Jalan Radar Baru No. 2 Kavling Griya Mulus RT 03/RW 02 Margajaya Bogor Barat 16116, dengan akte notaris No. -01- Tanggal 2 September 2019,  selanjutnya dalam Perjanjian Kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan kegiatan tridarma perguruan tinggi sebagai tugas pokok yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan telah mencanangkan program pengembangan dan komersialisasi karya/produk inovasi.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu Badan Usaha berbentuk PT yang bergerak di bidang budidaya ayam pedaging dan penjualan sarana produksi peternakan didirikan berdasarkan Akta Notaris tanggal 2 September 2019 Nomor -01-, berkedudukan di Bogor dan untuk melakukan produksi dan komersialisasi Lisensi .
c. Bahwa Lisensi Smart Broiler Milenial telah didaftarkan Hak Cipta dengan judul Model Peternakan Ayam Broiler Jaman Now Berteknologi Artificial Intelligence dengan Nomor Hak Cipta EC002022108103, dengan inovator berasal dari program studi Parasitologi dan Entomologi Kesehatan IPB.

d. Smart Broiler Milenial telah didaftarkan dengan Merk KANOPIS dengan Nomor Merk DID2019056065 oleh PT Zara Propertifarm Indonesia.
Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK atas dasar profesionalisme serta itikad baik, sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Lisensi Produksi dan Komersialisasi Smart Broiler Milenial dengan ketentuan sebagai berikut : 
Pasal  1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional IImu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 

3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 430);

5. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 20/1T3/KS/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 7/1T3/KS/2017 tentang Pengelolaan Kerja sama Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 237/IT3/PG/2019 tentang Penetapan Royalti atas Lisensi Inovasi Institut Pertanian Bogor;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) di Lingkungan IPB.
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Komersialisasi Inovasi Institut Pertanian Bogor.
Pasal 2
RUANG LINGKUP PERJANJIAN
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama Lisensi Produksi dan Komersialisasi Smart Broiler Milenial di mana PIHAK PERTAMA menyediakan teknologi hasil inovasi produk tersebut kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diproduksi dan dipasarkan.
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA:

a. mengawasi pelaksanaan produksi dan melakukan pengujian atau pemeriksaan setiap satu tahun sekali untuk menjamin mutu;

b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan setiap satu tahun sekali; 

c. menerima rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk KANOPIS;
d. menerima laporan produksi dan penjualan produk KANOPIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap satu tahun;

e.  menerima pembayaran royalti dari produk KANOPIS sebesar 3% (eksklusif) dari omset penjualan setiap satu tahun sekali kepada PIHAK PERTAMA. 
f. menjadi pendamping dalam proses produksi yang dianggap perlu demi kemajuan bersama PARA PIHAK;
g. memberi teguran kepada PIHAK KEDUA bila ditemukan ketidaksesuaian antara rencana kerja dan pelaksanaannya di lapangan;
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. memberi pendampingan dan dukungan technical assistance kepada PIHAK KEDUA terkait implementasi Teknologi dengan pembiayaan dari PIHAK KEDUA;

b. memberi izin kepada PIHAK KEDUA untuk memproduksi, mendistribusi, mempromosikan hingga memasarkan produk yang dihasilkan dari Teknologi dalam wilayah Indonesia maupun untuk tujuan ekspor.

3. Hak PIHAK KEDUA:

a. menerima pendampingan dan technical assistance dari PIHAK PERTAMA terkait implementasi Teknologi dengan pembiayaan dari PIHAK KEDUA;

b. memproduksi, mendistribusi, mempromosikan hingga memasarkan produk yang dihasilkan dari Teknologi dalam wilayah Indonesia maupun untuk tujuan ekspor.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA:

a. memberikan laporan produksi dan penjualan dari produk KANOPIS sesuai dengan ketentuan yang berlaku setiap satu tahun;

b. mengirimkan rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, promosi, dan pemasaran produk kepada PIHAK PERTAMA setelah adanya kesepakatan rencana kerja komersialisasi;
c. membayar royalti dari produk KANOPIS sebesar 3% (eksklusif) dari omset penjualan yang berlaku setiap satu tahun sekali kepada PIHAK PERTAMA. 
PASAL 4
LISENSI DAN ROYALTI

1. PIHAK PERTAMA memberikan lisensi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju menerima lisensi yang bersifat eksklusif dari PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan lisensi yang diterimanya dan memberikan informasi tentang lisensi dari PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga.

3. PIHAK KEDUA dapat menggunakan sendiri, memproduksi barang yang dihasilkan berdasarkan lisensi, dan menjual barang tersebut.

4. PIHAK KEDUA tidak boleh memberikan lisensi lebih lanjut (sublicense) kepada pihak ketiga.

5. PIHAK KEDUA bersedia membayar royalti kepada PIHAK PERTAMA sesuai pasal 3.

6. Pembayaran royalti dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dinyatakan dalam ayat (5) Pasal ini disampaikan melalui transfer kepada rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank

: Bank Negara Indonesia (BNI) 

Nomor rekening 
: VA 9889370501150705

Atas nama
: Royalti Inovasi

7. Pajak-pajak terkait dengan pembayaran royalti menjadi kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

8. Pembayaran royalti dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah waktu yang disepakati PARA PIHAK atau setelah PIHAK KEDUA menerima tagihan pembayaran dari PIHAK PERTAMA dengan melampirkan salinan data penjualan yang telah diverifikasi PARA PIHAK.
9. PARA PIHAK sepakat bahwa pembayaran royalti atas komersialisasi Smart Broiler Milenial sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian ini.
10. Besaran royalti dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis dalam bentuk addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
Pasal 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) Tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

2. Pelaksanaan perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahun.

Pasal 6

KERAHASIAAN

PARA PIHAK dan orang-orang yang ditunjuk oleh PIHAK yang terlibat dalam kegiatan menurut Perjanjian ini berkewajiban untuk menyimpan seluruh informasi berkenaan dengan kegiatan menurut Perjanjian ini dan tidak menyebarluaskannya tanpa persetujuan PARA PIHAK.
          Pasal 7
         AUDIT

1. PIHAK PERTAMA dengan atau tanpa perantaraan seorang akuntan, mempunyai hak untuk memeriksa dan menilai laporan produksi dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) semata-mata untuk keperluan royalti dan dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan membuat pemberitahuan sebelumnya kepada PIHAK KEDUA.

2. PIHAK PERTAMA wajib menyimpan segala informasi yang berkaitan dengan laporan produksi dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dari pihak ketiga.

                                              Pasal 8
                                                   PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak, perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.

2. Permohonan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pembatalan perjanjian.

3. Dalam hal perjanjian berakhir, maka berakhirnya perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan akibat pelaksanaan perjanjian sebelum berakhirnya perjanjian.

4. Untuk mengakhiri perjanjian ini PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan dan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

      Pasal  9

KEADAAN KAHAR  (FORCE MAJEURE)
(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan dan kekuasaan masing-masing Pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung termasuk tapi tidak terbatas pada peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran, banjir, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru hara, revolusi, pemberontakan, terorisme dan wabah penyakit.
(2) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya Force Majeure.

(3) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar berakhir, apabila masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan kembali oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.
Pasal  10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM
(1) Dalam hal terjadi perselisihan paham dalam pelaksanaan dan/atau penafsiran perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila perbedaan pendapat atau perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka untuk penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Bogor.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

(1)  Hal-hal yang belum cukup diatur maupun perubahan atas Perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk  addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(2)  Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya mengenai atau sehubungan dengan perjanjian ini dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau melalui faksimili atau surat elektronik (e-mail) kepada pihak-pihak dengan alamat-alamat tersebut di bawah ini :
PIHAK PERTAMA 
: INSTITUT PERTANIAN BOGOR



  u.p. Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Bisnis/Kepala Lembaga

        Kawasan Sains dan Teknologi 

Alamat



: Science Techno Park Taman Kencana No 3 Bogor 16128


Faksimili


            : (0251) 8572002


Telepon



: (0251) 8572002


Email



: stp@apps.ipb.ac.id

                PIHAK KEDUA          :
 Direktur Utama
                       Alamat

: Jl. Radar Baru No. 2 Kavling Griya Mulus RT 03/RW 02 Margajaya 




  Bogor Barat 16116

                       Telepon                        : (0251) 8621173
                       Email                            : bagus.widiatmoko@propertifarm.com
Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada tanggal sebagaimana tertulis pada awal Perjanjian ini.
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